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         LAMPIRAN  I  : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

  NOMOR
: 1 TAHUN 2005

  TANGGAL
: 3 JANUARI 2005

                                                                   __________________________________

SUSUNAN DAN BENTUK SERTA KEWENANGAN PENANDATANGANAN 

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

       I.     SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS.

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum terdiri dari :

1. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri;

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri.

B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk susunan dan bentuk surat terdiri dari :

1. Surat Edaran;

2. Surat Biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat Izin;

6. Surat Perjanjian;

7. Surat Kuasa;

8. Surat Undangan;

9. Surat Panggilan;

10. Nota Dinas;

11. Pengumuman;

12. Telegram;

13. Laporan;

14. Surat Pengantar;

15. Lembar Disposisi;

16. Berita Acara Serah Terima;

17. Telaahan Staf;

18. Rekomendasi;

19. Daftar Hadir;

20. Surat tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;

21. Piagam;

22. M e m o;

23. Notulen.

C. Komponen di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  terdiri dari  :

1. Sekretariat Jenderal;

2. Inspektorat Jenderal;

3. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

5. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ;

6. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

7. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;

9. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah; 

10. Badan Penelitian dan Pengembangan ;

11. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

12. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

D. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  terdiri   dari  :

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik ;

4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;

5. Direktur Jenderal Otonomi Daerah ;

6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

7. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan;

9. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;

10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ;

11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;

12. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

13. Staf Ahli Menteri.

E. Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  terdiri   dari  :

1. Kepala Biro;

2. Sekretaris Komponen;

3. Inspektur;

4. Direktur;

5. Kepala Pusat;

6. Kepala Pusat Diklat Regional.

F. Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  terdiri   dari  :

1. Kepala Bagian;

2. Kepala Sub Direktorat;

3. Kepala Bidang;

4. Kepala Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

G. Pejabat Eselon IV di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  terdiri   dari  :

1. Kepala Sub Bagian;

2. Kepala Seksi;

3. Kepala Sub Bidang.

II.  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS.

A. Menteri Dalam Negeri  menandatangani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri; 

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri; 

5. Surat Edaran;


6. Surat Biasa;

7. Surat Perjanjian;

8. Surat Kuasa;

9. Pengumuman;

10. Surat Perintah;

11. Laporan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden;

12. Telegram;

13. Surat Izin;

14. Undangan;

15. Berita Acara;

16. Memo.

B. Pejabat Eselon I

1. Pejabat Eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri  menandatangani :

1) Keputusan Menteri Dalam Negeri (bersifat penetapan);

2) Surat Edaran;


3) Surat Biasa;

4) Surat Perintah;

5) Surat Perjanjian;

6) Surat Kuasa;

7) Surat Izin;

8) Surat Undangan;

9) Surat Panggilan;

10) Nota Dinas;

11) Telegram;

12) Laporan;

13) Lembar disposisi;

14) Berita Acara;

15) Rekomendasi;

16) Daftar Hadir;

17) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatihan (STTPP);

18) Piagam;

19) Memo.

2. Pejabat Eselon I atas wewenang jabatannya menandatangani :

1) Surat Edaran;


2) Surat Biasa;

3) Surat Keterangan;

4) Surat Perintah;

5) Surat Perjanjian;

6) Surat Kuasa;

7) Surat Izin;

8) Surat Undangan;

9) Surat Panggilan;

10) Nota Dinas;

11) Pengumuman;

12) Telegram;

13) Laporan;

14) Lembar disposisi;

15) Berita Acara;

16) Telaahan Staf;

17) Rekomendasi;

18) Daftar Hadir;

19) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan  Pelatihan (STTPP);

20) Piagam;

21) Memo.

C. Pejabat Eselon II

1. Pejabat Eselon II atas nama jabatan Eselon I menandatangani :

1) Surat Edaran;


2) Surat Biasa;

3) Surat Kuasa;

4) Surat perjanjian;

5) Surat Izin;

6) Surat Undangan;

7) Surat Panggilan;

8) Nota Dinas;

9) Pengumuman;

10) Telegram;

11) Laporan;

12) Lembar disposisi;

13) Berita Acara; 

14) Rekomendasi;

15) Daftar Hadir;

16) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);

17) Memo.

2. Pejabat Eselon II atas wewenang jabatannya menandatangani :

1) Surat Edaran;


2) Surat Keterangan;

3) Surat Perintah;

4) Surat Perjanjian;

5) Surat Kuasa;

6) Surat Izin;

7) Surat Undangan;

8) Surat Panggilan;

9) Nota Dinas;

10) Pengumuman;

11) Laporan;

12) Lembar disposisi;

13) Berita Acara;

14) Rekomendasi;

15) Telaahan Staf.

D. Pejabat Eselon III

1. Pejabat Eselon III atas nama jabatan Eselon II menandatangani :

1) Surat Perintah;

2) Surat Undangan;

3) Nota Dinas;

4) Pengumuman;

5) Laporan;

6) Surat Pengantar;

7) Lembar disposisi;

8) Berita Acara;

9) Daftar Hadir;

10) Memo.

2. Pejabat Eselon III atas wewenang jabatannya menandatangani :

1) Surat Keterangan;

2) Surat Perintah;

3) Nota Dinas;

4) Pengumuman;

5) Laporan;

6) Surat Pengantar;

7) Lembar disposisi;

8) Berita Acara;

9) Telaahan Staf;

10) Notulen Rapat;

11) Daftar Hadir;

12) Memo.

E. Pejabat Eselon IV

1. Pejabat Eselon IV atas nama jabatan Eselon III menandatangani hal-hal yang bersifat intern :

1) Nota Dinas;

2) Laporan;

3) Surat Pengantar;

4) Berita Acara;

5) Daftar Hadir;

6) Telaahan Staf.

2. Pejabat Eselon IV atas wewenang jabatannya menandatangani :

1) Nota Dinas;

2) Laporan;

3) Surat Pengantar;

4) Berita Acara;

5) Daftar Hadir.

III.  PEMBUBUHAN PARAF.

A. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis.

1. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dan ikut bertanggung jawab terhadap materi naskah dinas tersebut.

2. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat eselon I/pimpinan komponen untuk ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri  diparaf oleh Sekretaris Jenderal  dan dibubuhkan dibelakang nama  jabatan penandatangan, disamping di paraf oleh pimpinan  komponen/  pejabat eselon I/ pembuat konsep;

3. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf ;

4. Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama;

5. Letak pembubuhan paraf pejabat tersebut  pada butir  a diatas  ditentukan oleh komponen dilingkungan Departemen  Dalam Negeri.

B. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

1. Naskah Dinas yang materinya  menyangkut kepentingan unit lain, maka pejabat yang berwenang  dari unit lain tersebut perlu ikut serta  membubuhkan  paraf koordinasi pada naskah dinas.

2. Bentuk dan model paraf koordinasi di lingkungan  Departemen Dalam Negeri  adalah sebagai berikut :

BENTUK PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON I

	PARAF KOORDINASI



	SEKRETARIS JENDERAL
	

	INSPEKTUR JENDERAL
	

	DIRJEN KESBANG & POLITIK
	

	DIRJEN PUM
	

	DIRJEN OTDA
	

	DIRJEN BINA BANGDA
	

	DIRJEN PMD
	

	DIRJEN ADM. KEPEND.
	

	DIRJEN BINA ADM. KEUDA
	

	KABAN LITBANG
	

	KABAN DIKLAT
	

	REKTOR IPDN
	

	STAF AHLI MENTERI BID…….
	


BENTUK PARAF KOORDINASI UNTUK ESELON II

	[image: image1.png]



PARAF KOORDINASI

	KARO RENC. & ANGG
	

	KARO KEPEG.
	

	KARO ORGANISASI.
	

	KARO UMUM
	

	KARO  HUKUM.
	

	KAPUSPEN
	

	KAPUSDATINKOM
	

	KAPUS ADKA
	

	KAPUS JAKSTRA
	


IV.  PENGGUNAAN a.n.,  u.b., u.p., ai, Plt, Pj dan u.p.

A. Dalam hal Menteri Dalam Negeri . memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n., u.b.,  dan lain-lain sebagai berikut  :

1. a.n. (atas nama, di tulis a huruf kecil dan n huruf kecil) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani (pejabat setingkat dibawahnya) telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban materi surat tersebut  tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat;

2. u.b. (untuk beliau, di tulis u huruf kecil dan b huruf kecil) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan menandatangani dari pejabat setingkat diatasnya memberikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat setingkat dibawahnya;

3. u.p dipergunakan  untuk mempermudah penyampaian nota dinas dan atau untuk mempercepat penyelesaian nota dinas karena tidak harus menunggu kebijakan langsung pimpinan(alamat yang dituju);

4. Pejabat ad interim (ai,  ditulis a kecil, i kecil ) ditulis di belakang nama jabatan yang akan ditandatangani ;

5. Pelaksanaan Tugas (Plt), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau pejabat struktural pada suatu jabatan struktural, yang dikarenakan pejabat struktural definitif tersebut mendapat tugas kedinasan yang harus meninggalkan kantor atau berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu tertentu.

6. Penjabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya.

7. Dalam hal pimpinan komponen atau pejabat lain memberikan mandat  penandatanganan  kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan an., ub. dan sebagainya adalah sesuai dengan ketentuan  tersebut diatas.

B. Contoh penandatanganan dan penggunaan  a.n. (atas nama), u.b. (untuk beliau), ai, Plt, Pj dan u.p.

1. Penandatanganan Naskah Dinas.

        a.  oleh MENDAGRI 


: 
MENTERI DALAM NEGERI,







                      NAMA JELAS

b.  oleh Pimpinan Komponen


  SEKRETARIS JENDERAL,

 NAMA JELAS

  Pangkat. 

  NIP.

2. Penggunaan  “ a.n.”

               a.n. MENTERI DALAM NEGERI
NAMA JABATAN ESELON I

           NAMA JELAS

                Pangkat

                    NIP.


3. Penggunaan “ u.b.”

:
     an. MENTERI DALAM NEGERI
NAMA JABATAN ESELON I









    
      u.b.









NAMA JABATAN ESELON II


 




                                   NAMA JELAS









                 Pangkat









                     NIP.


             4. Penggunaan “ u.p.” 

:                        KEPADA

     YTH. MENTERI DALAM NEGERI

    u.p. SEKRETARIS JENDERAL

    di –

                  JAKARTA.


5. Penggunaan “ ai.”

:
           MENTERI DALAM NEGERI ai,

 




                                   NAMA JELAS









                 

             6. Penggunaan “ Pj.” 

:                              Pj. NAMA JABATAN,

                                                                                                    NAMA JELAS

                                                                                                        Pangkat

                                                                                                           NIP


7. Penggunaan  “Plt . “

:                             Plt. NAMA JABATAN,


 




                                   NAMA JELAS









                 Pangkat









                     NIP.

V.  PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT.

A. PENGERTIAN.

1. Perubahan adalah merubah, menyempurnakan, dan menyisipkan  sebagian dari  suatu naskah dinas;

2. Pencabutan adalah  suatu pernyataan tidak  berlaku lagi suatu naskah dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut;

3. Pembatalan adalah suatu pernyataan bahwa suatu naskah dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan;

4. Ralat  adalah  merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

B. TATACARA MERUBAH, MENCABUT ATAU MEMBATALKAN NASKAH DINAS.

1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya;

2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang  menandatangani naskah dinas tersebut  atau oleh pejabat  yang lebih tinggi kedudukannya;

3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik  dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

C.   POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS.

1. Ketentuan Umum.

a. Pengetikan Naskah Dinas dilakukan  dengan memperhatikan penggunaan formulir/kertas, ruang tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.

b. Jenis huruf dengan mempergunakan Arial atau Times New Roman dengan ukuran huruf 12  dan 1 (satu) spasi  dan atau disesuaikan dengan materi naskah dinas.

2. Pengetikan Naskah Dinas.

Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik  diatas formulir/kertas ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan naskah dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut   :

a. ruang tepi sebelah atas 3 enter/kait dibawah garis kop naskah dinas ;

b. ruang tepi sebelah bawah 5 enter/kait dari tepi kertas sebelah bawah ;

c. ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri ;

d. ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan;

e. untuk membuat alinea baru menggunakan hitungan 1 tab/2 spasi.
VI.
NASKAH DINAS YANG DIRUMUSKAN DALAM SUSUNAN DAN BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DAN SURAT.

      A.   Peraturan Menteri Dalam Negeri .

 1.  Pengertian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri  adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. 

2. Kriteria.

a. Isi bersifat mengatur;

b. Bentuk dan sistimatika isi sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. Sebagai   pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

d. Mempunyai nama judul setelah kata “Menetapkan”;

e. Dalam konsideran Peraturan yang bersifat mengatur hanya tulisan  “Menimbang” dan “Mengingat”.serta tidak memakai tembusan.

3. Susunan

a. Kepala Peraturan Menteri Dalam Negeri;

b. Pembukaan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

c. Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri;

d. Bagian akhir  Peraturan Menteri Dalam Negeri .

Ad. a.  Kepala Peraturan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1). Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri;

2). Nomor dan tahun;

3). Nama Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ad. b. Pembukaan Peraturan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1). Tulisan Menteri Dalam Negeri;

2).  Konsideran “Menimbang” dan “Mengingat”;

3).  “Memutuskan”;

4).  Menetapkan : Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Ad. c. Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1). BAB-BAB, Bagian-bagian dan Paragraf-paragraf;

2) .Pasal-pasal;

3). Ayat-ayat.

Ad. d. Bagian akhir Peraturan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1). Nama tempat ditetapkan;

2).Tanggal, bulan dan tahun;

3). Nama jabatan;

4). Tanda tangan pejabat;

5). Nama terang;

6). Stempel  jabatan  (yang  bersifat    mengatur)  dan   stempel  instansi (yang bersifat penetapan).

4.  Penandatanganan.

      Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  ditandatangani  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  :

a.  Otentifikasi   Peraturan   Menteri  Dalam Negeri yang  ditandatangani  oleh Menteri Dalam Negeri  dilakukan oleh Biro/Pusat yang membidangi hukum pada  Sekretariat Jenderal. 

b.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri   yang ditandatangani   Menteri Dalam Negeri  dibuat diatas formulir/kertas ukuran folio dengan lambang negara (garuda kuning emas ) bertuliskan “Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia” berwarna kuning emas.

5. 
Bentuk/Model Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertera pada halaman berikut :

          

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR       TAHUN

TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI DALAM NEGERI ,

Menimbang
: 
a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;




    
   b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






c. dst.

Mengingat

:
1.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;


 



2.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BAB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal




Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pasal

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

BAB

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bagian Pertama

                 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

             Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Pasal

              Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.







     BAB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX







      Pasal

                 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx








        Ditetapkan di  Xxxxxxxxxx








        pada tanggal xxxxxxxxxxx








        MENTERI DALAM NEGERI 








        
       NAMA JELAS

B. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri .

1. Pengertian.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  adalah naskah dinas yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri   dengan Menteri, Lembaga Non Departemen lain untuk mengatur sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Kriteria

6) Isi bersifat mengatur pelaksanaan teknis;

7) Masa berlakunya lama;

8) Mempunyai nama judul setelah kata “Menetapkan”;

9) Menggunakan nomor angka bulat;

10) Dirumuskan dalam pasal-pasal;

11)     Ditandatangani bersama menteri atau lembaga non departemen yang   melakukan kerjasama;

12) Tidak memakai tembusan;

13) Bentuk dan sistematika isinya sesuai dengan teknik penyusunan   peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Susunan

a.  Kepala Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;

b. Pembukaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;

c. Isi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;

d. Bagian akhir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri .

Ad. a. Kepala Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1)   Judul Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; 

2)   Nomor dan tahun;

3)   Nama Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri.

Ad. b. Pembukaan Peraturan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri; 

2) Konsideran “Menimbang” dan “Mengingat”;

3) “Memutuskan”;

4) Menetapkan : Judul Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri.

Ad. c. Isi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1)   BAB-BAB, Bagian-bagian dan Paragraf-paragraf;

2)   Pasal-pasal;

3)   Ayat-ayat.

Ad. d. Bagian akhir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

2)   Nama tempat ditetapkan;

3)   Tanggal, bulan dan tahun;

4)   Nama jabatan;

5)   Tanda tangan pejabat;

6)   Nama terang;

7)   Stempel jabatan.

4. Penandatanganan

a. Peraturan Bersama Menteri ditandatangani oleh masing-masing menteri  atau lembaga non departemen yang melakukan kerjasama. 

b. Otentifikasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri  dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

c. Peraturan Bersama Menteri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri  dibuat diatas formulir/kertas ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas menteri  lembaga/ non departemen yang memprakarsai.

5. Bentuk/Model naskah dinas Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri  sebagaimana terlampir pada halaman berikut.


MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI 

DAN MENTERI …./LEMBAGA NON DEPARTEMEN.

NOMOR xxxxxTAHUNxxxxxxx

NOMOR xxxxxTAHUNxxxxxxx

TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI DALAM NEGERI ,

……. MENTERI/ LEMBAGA NON DEPARTEMEN  

Menimbang
: 
a.   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;























  

b.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Mengingat

:
1.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






2.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






3.  dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

BAB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal

    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pasal

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

BAB

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bagian Pertama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal

               Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

     Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BAB

                        XXXXXXXXXXXXXXXX

Pasal

           Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







                                                                                  Ditetapkan di  Xxxxxxxxxxxxxx









pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx

  

MENTERI . . . . . . . . . . . . . ./                    MENTERI DALAM NEGERI 



LEMBAGA NON DEPARTEMEN

NAMA   JELAS


        
             NAMA JELAS

C.   KEPUTUSAN  MENTERI  DALAM  NEGERI.

1.   Pengertian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri  adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan bersifat penetapan. 

2. Kriteria.

e. Isi bersifat menetapkan;

f. Bentuk dan sistimatika isi sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

g. Sebagai   pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

h. Mempunyai nama judul setelah kata “Menetapkan”;

i. Dalam konsideran Keputusan yang bersifat menetapkan hanya tulisan  “Menimbang”, “Mengingat”.dan Menetapkan serta tidak memakai tembusan.

3. Susunan.

i. Kepala Keputusan Menteri Dalam Negeri;

ii. Pembukaan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

iii. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri;

iv. Bagian akhir  Keputusan Menteri Dalam Negeri .

Ad. a.  Kepala Keputusan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Judul Keputusan Menteri Dalam Negeri;

2) Nomor dan Tahun;

3) Nama Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Ad. b. Pembukaan Keputusan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri;

2)  Konsideran “Menimbang” dan “Mengingat”;

3)  “Memutuskan”;

4)  Menetapkan.

Ad. c. Isi Keputusan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) PERTAMA;

2) KEDUA;

3) KETIGA dan seterusnya.

Ad. d. Bagian akhir  Keputusan Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Nama tempat ditetapkan;

2)Tanggal, bulan dan tahun;

3) Nama jabatan;

4) Tanda tangan pejabat;

5) Nama terang;

6) Stempel .

4. Penandatanganan.

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri ditandatangani oleh Menteri Dalam  Negeri.

b. Otentifikasi   Keputusan Menteri  Dalam Negeri yang  ditandatangani  oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Biro yang membidangi hukum pada  Sekretariat Jenderal. 

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri dibuat diatas formulir/kertas ukuran folio dengan lambang negara (garuda kuning emas) bertuliskan “Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia”.

5.  Bentuk/model naskah dinas Keputusan Menteri Dalam Negeri      sebagaimana tertera pada halaman berikut :

          

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR       TAHUN

TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI DALAM NEGERI ,

Menimbang
: 
a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;




    
   b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






c. dst.

Mengingat

:
1.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;


 



2.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:

PERTAMA

: 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

KEDUA


: 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

KETIGA


:
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.








        Ditetapkan di  Xxxxxxxxxx








        pada tanggal xxxxxxxxxxx








        MENTERI DALAM NEGERI 








        
       NAMA JELAS

          

DEPARTEMEN DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR       TAHUN

TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI DALAM NEGERI ,

Menimbang
: 
a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;




    
   b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






c. dst.

Mengingat

:
1.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;


 



2.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






3. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:


PERTAMA

: 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

KEDUA


: 
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

KETIGA


:
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm






mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.








        Ditetapkan di  Xxxxxxxxxx








        pada tanggal xxxxxxxxxxx








       a.n. MENTERI DALAM NEGERI 









    Nama Jabatan Eselon I








        
            NAMA JELAS










 Pangkat










 NIP.

D. Instruksi  Menteri Dalam Negeri .

1. Pengertian.

Instruksi Menteri Dalam Negeri adalah naskah dinas yang berisi cara pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan perundang-undangan lainnya dan memuat beberapa unsur teknis cara pelaksanaan secara rinci.

2. Kriteria.

a. Isi bersifat petunjuk teknis cara pelaksanaan sesuatu produk perundangan yang ditetapkan.

b. Menggunakan nomor angka bulat.

c. Didalam konsiderans, tidak dipakai kata “membaca” tetapi hanya kata “menimbang” dan selanjutnya bila dianggap perlu setelah kata “mengingat”, dapat dipakai kata “ memperhatikan”.

d. Diktum berisi :

1) Instruksi kepada pejabat yang langsung diserahi tanggungjawab pelaksanaan.

2) Dengan sistematika terdiri atas huruf latin PERTAMA, KEDUA, KETIGA dan seterusnya berisikan muatan materi yang harus dilaksanakan

e. Setelah penutup dapat menggunakan tembusan

f. Apabila materi instruksi banyak, dapat memakai lampiran yang ditandatangani oleh pejabat yang sama.

3. Susunan.

a. Kepala Instruksi Menteri Dalam Negeri;

b. Pembukaan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

c. Isi Instruksi Menteri Dalam Negeri; 

d. Bagian akhir Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Ad.
a.
Kepala Instruksi Menteri Dalam Negeri  terdiri atas; 

1)  Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri; 

2)  Nomor dan Tahun;

3)  Nama Instruksi Menteri Dalam Negeri. 

Ad. 
b. 
Pembukaan Instruksi Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Tulisan Menteri Dalam Negeri; 

2) Konsideran “Menimbang” dan “Mengingat”;

3) “Memutuskan”;

4) Menetapkan : Judul Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Ad. 
c. 
Isi Instruksi Menteri Dalam Negeri  terdiri atas :

1) Kepada ;

2) Untuk ;

3) PERTAMA ;

4) KEDUA ; dst.

Ad. 
d. 
Bagian akhir Instruksi Menteri Dalam Negeri  meliputi :

1)  Nama tempat ditetapkan;

2)  Tanggal, bulan dan tahun;

3)  Nama jabatan;

4)  Tanda tangan pejabat;

5)  Nama terang;

6)  Stempel jabatan.;

7)  Tembusan .

4. Penandatanganan.

Instruksi Menteri ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri .

5. Bentuk/Model naskah dinas Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertera pada halaman berikut.

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR xxxxxTAHUNxxxxxx

TENTANG

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MENTERI DALAM NEGERI ,

Menimbang
: 
a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;






b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



            c. dst. 

Mengingat

:
1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.






2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.






3. dst.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada


:
1. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                              xxxxxxxxxxxxxxxx,(Nama, NIP, Pangkat/Golru, Jabatan) 






2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                              xxxxxxxxxxxxxxxx, (Nama, NIP, Pangkat/Golru, Jabatan.

Untuk


:

PERTAMA

:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KEDUA


:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KETIGA


:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KEEMPAT

:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KELIMA 

:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx








          Ditetapkan di Xxxxxxxxxx








          pada tanggal xxxxxxxxxxx









MENTERI DALAM NEGERI 








        
           NAMA JELAS

Lambang Negara Kuning Emas





PARAF KOORDINASI











Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan 





Direktur/Inspektur……. 





Direktur/Inspektur……. 





Direktur/Inspektur…….





Kapus………………….





Kapus. ……………….





Kapus. ……………….





Lambang Negara Kuning Emas





Lambang Negara hitam





Lambang Negara Kuning Emas








